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M. Herdin Cahaya Purnama, 201910050311145, FASILITASI SEKRETARIAT 

DPRD DALAM PENYUSUNAN RAPERDA INISIATIF DPRD (STUDI DI 

SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2022) 

 

Dosen Pembimbing : Drs. Krishno Hadi, M.A 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini berfokus pada Fasilitasi Sekretariat DPRD Dalam Penyusunan 

Raperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2022, dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dari penelitian ini 

adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya dengan alamat Jl. Yos Sudarso No.18 - 

22, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272.  

 

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan / verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

fasilitasi Sekertariat DPRD Kota Surabaya untuk mendukung proses penyusunan 

Raperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2022, yaitu meliputi: Penyusunan Tim 

Pansus, yang dibentuk oleh DPRD untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam 

terhadap suatu isu atau masalah yang memerlukan investigasi dan pembahasan 

lebih mendalam sebelum menjadi dasar penyusunan Raperda inisiatif. Penyusunan 

rencana pembentukan perda terbagi menjadi dua yaitu raperda eksekutif dan 

raperda inisiatif.  

 

Langkah-langkah penyusunan raperda inisiatif DPRD Tahun Anggaran 

2022, yaitu Penyusunan Agenda, dalam hal ini mencukup mengenai 1) 

Penggandaan Draft Raperda, 2) Fasilitasi kelengkapan administrasi para pengusul, 

3) Fasilitasi pengajuan rancangan perda menunjukkan proses yang dilakukan oleh 

Biro Hukum dan HAM untuk memberikan rekomendasi hasil fasilitasi. Fasilitasi 

ini dilakukan dengan instansi terkait, 4) Koordinasi dengan pimpinan DPRD 

tentang penyelenggaraan rapat raperda prakarsa 5) Pendokumentasian sekretariat 

DPRD yaitu berupa salinan berupa tanda tangan dibagian hukum dari Pemkot yaitu 

sekretariat daerah dari tanda tangan dari walikota. Bagian hukum merupakan bagian 

yang melakukan pendokumentasian dan merupakan kelengkapan DPRD dalam 

proses penyusunan perda. 

 

Kata Kunci: Fasilitasi, Sekretariat DPRD, Raperda Inisiatif DPRD  
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M. Herdin Cahaya Purnama, 201910050311145, FACILITATION OF DPRD 

SECRETARIAT IN PREPARATION OF DPRD INITIATIVE REGIONAL 

REGULATION RAW (Study at Surabaya City DPRD Secretariat for Fiscal 

Year 2022) 

 

Supervisor : Drs. Krishno Hadi, M.A 

ABSTRACT 

 

 

This study focuses on the Facilitation of the DPRD Secretariat in the 

Preparation of the DPRD Initiative Draft Regional Regulation for the 2022 Fiscal 

Year, with data collection techniques using observation, interviews and 

documentation. The location of this study is the Surabaya City DPRD Secretariat 

with the address Jl. Yos Sudarso No.18 - 22, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, 

Surabaya, Jawa Timur 60272. 

 

 Data analysis consists of three activity flows, namely data reduction, data 

presentation and drawing conclusions / data verification. The results of the study 

indicate that the facilitation of the Surabaya City DPRD Secretariat to support the 

process of preparing the DPRD Initiative Draft Regional Regulation for the 2022 

Fiscal Year, namely: Preparation of a Special Committee Team, which is formed 

by the DPRD to conduct a more in-depth investigation of an issue or problem that 

requires further investigation and discussion before becoming the basis for 

preparing the initiative Draft Regional Regulation. The preparation of the plan to 

form a regional regulation is divided into two, namely the executive draft regional 

regulation and the initiative draft regional regulation.  

 

The steps for preparing the DPRD initiative draft regional regulation for 

the 2022 Fiscal Year, namely the Preparation of the Agenda, in this case are 

sufficient regarding 1) Duplication of the Draft Regional Regulation, 2) 

Facilitation of the completeness of the administration of the proposers, 3) 

Facilitation of the submission of the draft regional regulation shows the process 

carried out by the Legal and Human Rights Bureau to provide recommendations 

for the results of the facilitation. This facilitation is carried out with related 

agencies, 4) Coordination with the DPRD leadership regarding the implementation 

of the initiative draft regional regulation meeting 5) Documentation of the DPRD 

secretariat in the form of a copy in the form of a signature in the legal section of 

the City Government, namely the regional secretariat from the signature of the 

mayor. The legal section is the section that carries out documentation and is the 

DPRD's completeness in the process of drafting regional regulations. 

 

Keywords: Facilitation, DPRD Secretariat, DPRD Initiative Draft Regional 

Regulation
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